KEPUTUSAN RFEPALA RANTOR WILAY AN
KEMENTERIAN AGANMA PROVINSIJAWA BARAT
MONVIOIR a0 TAIL™S 2019

TENT AN

FEMBERIAN LZIN OPERASIONAL
RAUVDHATUL ATHFAL SURUL HIDAYAI HARUMANDALA RABUPATES PASNGANDARAN

DENGANS RANMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSTIAW A BARAT,

Memmbang ~a bahwa dalam rangka meminghatkan akses pendidikan madrasah vang
bermutu, perlu membenkan  kesempatan  massarakat  melalu
orgamisast berbadan hukum  untuk menyelenggarakan  madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan,

b hahwa Raudhatul Athfal sehagaimana tercantum dalam keputusan im
telah memenuhi persyaratan admimistranf, tekms dan helayakan
sehagnimana mestinva sesuan dengan hasil visitas) dan verifikaw Tim
Pemlar Surmt Rehomendoss Kepala Kantor Kementenan Agama
Kabupaten Pangandaran Nomor H-385 KL 10272 PP 0605 2014
tanggal 24 Mei 2019 dan Neta [Wnas Perimbangan kepala Hidang
Pendidikan Madrasah Nomor 0189/ NDIPM 2019 tangeal 9 Juli 2019
schingga layak dibenkan wan operasional,

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan schagmimana dimaksud  dalam
hurul & dan huruf b perlu menctapkan Keputusan Kepala Kantor
Wilavah Kementeran  Agama  Provinsi Jawa Barat tentang
Pemberian lan Operasional  Ravdhatul  Athfal Nurul  Hidavah
Harumandala Kabupaten Pangandaran,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendudikan
Nastonal { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomos
78, Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301,

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200% tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 157,
‘Tamhahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386),

1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 lentang Standlar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
0% Nomor 41, Tambahan Lembaran hegara Republik Indonesia
Nomor 44941 schagaimnan telah beberapa kali diuhah terakhar
dengan Peratwran Pemenntah Nomor |13 Tahun 015 tentang
Perubahan kedua Alas Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2008
fentang Standar Naswonal Pendidiktan il emharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negam

Republik Indonesia Nomor 5470),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wapb Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor

4863),
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REPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSIJAWA BARAT
NOMOR ™I TAHUN 2009

TENTANG

PEMBEFIAN LZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUL HHDAYAN HARUMANDAL A KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHIMAT TUNAN YANG MAHA ESA
KREPALA KANTOR WILAY ALK KEMENTERIAN AGAM A PROVINSI JAWA BARAT,

Memmbang a  bahwa dalam rangka meminghatkan akses pendidikan madrasah vang
bermutu, perfu membenkan  Lesempatan masvarokat  melalu
organisass terhadan hukum  untuk  menyelengparakan madrasah
sesuan denpgan stamdae nassonal pendidiban,

b.  bohwa Raudhatul Athlal sebagaimana tercantum dalam keputusan im
telah memenubn persvaratan administmnf, tekms don kelayakan
schagaimana mestinva sesum dengan hasil visitasi dan venfikasi Tim
Pemlar Surat Kehomendasi Kepala Kantor Kementenan Agama
Kabupaten Pangandaran Nomor B-385 Kk 10 272'PP.00 6052019
tangga! 24 Mer 2019 dan Nota [hnas Pertimbangan Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor 0189 NDIPM2019 tangeal 9 Juli 2019
schingga layak dibenikan wzin operasional,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmimana dimaksud  dalam
hurul a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
Wilavah  Kementenion - Agama  Provinsi  Jawa  Darat  tentang
Pembzrian  lan Operasional  Raudhatu! Athfal Nurul Hidayah
Harumandzla k abupaten Pangandaran,

Mengingat . Undang-Undang Nomor 200 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasionai (Lembaran Nepara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomeor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4301).

2. Undang-Undary Mo 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembharan Megarn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4585),

3 Peraturan Pemennah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendodikan (1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomoer 41, Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia
Momor 4490 schagaimnan telah beberapa kali diubah termkhir
dengan Permuran  P'emenntah Nomor 13 Tahun 2015 jentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200§
lentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Repubhik Indoncsin Nomor 56705,

4. Perateran Pemenntah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dacar | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Newnor 90, Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor
4861),
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Beraturan Pemenntah Nomaor 74 Tahun 2008 tertang Guru [Lembaran
Negara Republik Indanesip Tahun 23008 Nemor 154, Tambahan
Lembarun Negara Rrpublik Indonesia Nomor 4941);

. Peraturan Peme=rntali Nomor 17 Tahur 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Penilidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 2010 Nemor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5150 sebaga-mana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 66 Tahur 2010 tentang Perubahan Aras Peraturan Pemenntah
Nemer 17 Tahun 201U tentung Penpelolaan dan Penyelenggaraan
Peadidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lemibaran MNegnra pruh?lk Indonesia Nomor 5157);

Pernturan Freslden Somos 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

[Lembazan Negara Republic Indonesin Tohun 2015 Nomor 168

Pernturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
Sarara dan Prasarana Uniuk Sckolah Dasar/Madrasah Mridaivah,
Sekcleh  Men=ngali Pertama/Madrasah  Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peroturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelavanan Mimimal Pendidikan  di Kabupaten /Kota
sebagaimana t2lah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Ketudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nemor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelavanar Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indenesiz Tabun 2013 Nomor $64);

Peraturan Menteri agama Nemor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Fomprtensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arah i Madmssh [Berita Negarn Republix Indonesia Tahun
2008 Nomer 110

Peraturan Mentern Agama Nomer 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
stadrazali dan Pengawas Prudidikan Agama lslam pada Sekalan |Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206| sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Prraturan Menter: Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengowas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekclah [Benta Negira Republik Indones:a Tahun 2013 Namer 684);

Feraturen Menten Agama Nomer 13 Tahun 2012 tentang Organisas: dan
Tata Kerjo Instans, Vertikal Kementerian Agama (Benta Negara Republk
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851},

Peraturan  Mentenn  Agama Nomor 90 Tahun 2013 teniang
Penyelenigeran Penvlidihan \ladrasah (Berita Negara Republi Indonesia
Takun 2013 Nomo: 1382 sebagaimana telah beberapa kali diubah
te-akhir denpar. Peraturan Menteri Agama Nomor &6 Tahun 2016
tentang Perubsnen hedun Atas Peraturan Menternn Agama Nomor 90
Tehun 2013 tentang Penvelenggarann Pendidikan Ladrasah [Beafa
Negara K-punlik Inuonesia Tahun 2016 Mamer 2101}

Peraturan Menteri Apama homor 42 Tahun 2016 tentang Organizasn dan
Tata Kerja Kementenan Agama (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSHAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDMATUL ATHFAL HNURUL HIDAYAH HARUMANDALA
KABUPATEN PANGANDARAN.

Memberikan w2 operasions]l madrasah kepada Ranpdhatul Athfal
sebugmmana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Keputusan ink

Setelah jangka woktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersanpkuitan wujil

a Menyampaikan Inporan percembangan Baudharual Athfal kepada
Kepala Kantor Kementenan Agama yang memuat paling sedakat
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kunkulum,
pelaksanaan pemenuhan  standar  sarana  prasanina, idan
pelaksanaan  pemenuhan  standar pendidik  dan  tenaga
kepeniidikan, danfalau

b. Mengajuknn pendafiaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada
HBAP Paud dan PNF sesual kelentuan peraturan perundang:
undangan,

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athlal sebogaimana dumakaul
dalam Diktum KEDUA huruf o dindai memenuby standar pelayanan
minimal penyvelengaaraan pendidikan dan/atau hast] akreditosi
scbagaimuna dumaksud Dhkium KEDUA huruf b mendapat peringlal
minimal €, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Dilerwm KESATU tetap berlaku

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalarm Diktum KEDUA hurul a diniloi memenuhi standar pelayanan
mimimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditaai
scbagamana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tdak mendapat
peringkat minmmal C, maka {zn aperasional sehagumana dumaksud
dalam Diktum KESATU dicabut,

Keputusan i mulal berlaku pada tangenl ditetapkan

Diterapkan di Bundung
pada tanggal 15 Juli 2019

HEPALA KANTOR WILAYAH
MEMENTERIAN AGAMA
FROVINSI JAWA DARAT
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 941 AHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL NURUL HIDAYAH HARUMANDALA
KABUPATEN PANGANDARAN

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1 |Nama Madrasah

Raudhatul Athfal Nurul Hidayah Harumandala

2 |Nomor Statistik Madrasah

101232180118

Alamat Madrasah

Dusun Mandalamekar
Desa/Kelurahan Babakan
Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran
Provinsi Jawa Barat

4 |Nama Organisasi Penyelenggara

Babakan Al Hamidiyah

5 |Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

HERI HENDRIYANA,SH.,MH
No. 149.- Tanggal 10 Oktober 2015

6 |Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

AHU-0033023.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal 10 Oktober 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
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Hama Madrasah
Alamal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM 121N OPE HASIONAL MADRASAM
MNomor  01891PM2019

Dibsrikmn kispadda

RALUDHATUL ATHFAL NURLL HIDAYAH HARUMAMNDALA

DUSUN MANDALAMEKAR

DesaMelirahan - BABAKAM

Kecamatan PANGANDARAN
Kabupalen™ota KABUPATEMN PANGANDARAN
Prowvinm CJAWA BARAT

Paonyelenggara Madrasah BABAKAN AL HAKIDIYAH

Akte Notans Penyelenggara NO. 149 .- HERI HENDRIYANA SH MH

Pangesahan Akte Notans

OKTOBER 2015

Dengan MNomor Statstik Madrasah (NSh)

Bandung. 15 Jubi 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH

V. ;ﬂ.'ﬁm‘-‘ﬁ  KEMENTERIAN AGAMA

— 'ﬁ%&*ﬁﬂnww JAWA BARAT
W 5
\
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